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DIREKS

Direks adalah Organ Perseroan yang menjalankan tindakan pengurusan untuk mencapai visi
dan misi Perseroan demi kepentingan terbaik Perseroan. Direks juga bertanggung jawab
mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar Pengadilan sesuai dengan K etentuan Anggaran

Dasar Perseroan.

Direks bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan Operasional , pengembangan bisnis dan
pengelolaan risiko Bank secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian
Bank ( Prudentia Banking Principle ) untuk meningkatkan shareholders value serta
senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku,
baik yang diterbitkan Regulator Perbankan seperti Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) , Bank
Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan ( LPS) , atau otoritas wewenang lainnya.

Direksi Bank terdiri atas Direktur Utama dan Direktur, bertanggung jawab penuh atas
kepengurusan Bank, yang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengutamakan kepentingan
Bank di atas kepentingan lainnya dengan segenap tenaga, pikiran serta perhatian agar Bank
sehat dan berkinerja baik.

Seluruh Anggota Direks merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman di
industri perbankan dan telah dinyatakan lulus Fit and Proper Test atau yang telah diubah
menjadi Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pengangkatan
dan pemberhentian masing-masing anggota dilakukan melalui RUPS dan berlaku sgak
tanggal yang ditentukan dalam RUPS.

1. Acuan Hukum
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank
Perkreditan Rakyat
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank
Perkreditan Rakyat
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Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata
Kelolabagi Bank Perkreditan Rakyat
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan
TataKelolabagi Bank Perkreditan Rakyat
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan
Managjemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan bagi Caon Pemegang Saham Pengendali, Calon
Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direks

Direksi PT. BPR Asia Sgjahtera telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
yang mengatur antaralain mengenai :

Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi

Masa Jabatan Direksi

Rangkap Jabatan Direksi

Kewgjiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Aspek Transparansi dan Larangan bagi Direksi

Program Orientasi dan Pelatihan Direksi

EtikadanWaktuKerjaDireks

Rapat Direksi

3. Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Direks
Persyaratan berupa jumlah, komposisi, dan kriteria Direksi PT. BPR Asia Sgjahtera telah
sesuai dengan ketentuan OJK mengenai GCG, dengan gambaran sebagal berikut :

- Jumlah anggota Direksi PT. BPR Asia Sgjahtera per Desember 2017 beranggotakan
2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang anggota sebagai Direktur Utama, dan 1
(satu) anggota lainnya sebagai Direktur. Komposisi Direks telah memenuhi
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ketentuan OJK tentang GCG yang mengatur bahwa jumlah anggota Direksi paling
sedikit 2 orang.

- Seluruh anggota Direksi PT. BPR Asia Segjahtera berkewarganegaraan Indonesia dan
berdomisili di Kota Tanjungpinang, yang sama dengan lokasi Kantor Pusat PT. BPR
Asia Sgjahtera.

- Anggota Direks diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat
diangkat kembali setelah memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan
tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota
Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan
alasannya. Masa jabatan seluruh anggota Direksi akan berakhir pada tanggal 21
Maret 2021.

- Seluruh anggota Direksi pada saat diangkat telah memenuhi persyaratan sebagai
anggota Direks antara lain mempunyai akhlak moral dan integritas yang baik, tidak
pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana,
serta memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang perbankan. Seluruh
anggota Direks PT. BPR Asia Sgahtera telah lulus Fit & Proper Test sebagai
anggota Direksi sesual ketentuan yang berlaku.

- Direksi dipimpin oleh Direktur Utama yang berasal dari kalangan professional,
memiliki integritas dan kompetensi dalam bidang perbankan. Direktur Utama dan
Direktur PT. BPR Asia Sgahtera merupakan pihak independen yang tidak memiliki
keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan serta hubungan
keluarga terhadap pemegang saham pengendali, maupun terhadap anggota Dewan
Komisaris dan sesama anggota Direksi lainnya, sehingga tidak mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen.

- Daam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direks tidak memberikan kuasa
umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, fungsi dan
wewenang Direks tanpa batas. Seperti sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola
bagi Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 9 yang menyebut “Anggota Direks dilarang
memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang
tanpa batas”. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu
orang pegawai atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas,
wewenang dan tanggung jawab anggota Direksi secara menyeluruh tanpa batasan

ang lingkup dan waktu.
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Kriteria dadam pemilihan anggota Direks antara lain wajib memenuhi persyaratan
integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 39/SEOQJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi
Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan
Komisaris Bank, antaralain sebagai berikut :

a. Persyaratan integritas meliputi :
Cakap melakukan perbuatan hukum
Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap
mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena
terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum
dicalonkan
Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan
mendukung kebijakan OJK
Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat
Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama
antaralain calon anggota Direksi tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus
Bagi calon anggota Direks yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama,
harus memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi
perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk
sebagal pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama

b. Persyaratan kompetensi meliputi :
Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan
jabatannya, yaitu pengetahuan tentang peraturan dan operasiona BPR
termasuk pemahaman mengena manajemen risiko
Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang
keuangan, antara lain pengaaman dan keahlian di bidang operasional,
pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal,

hukum atau pengalaman dan keahlian di bidang pengawasan lembaga jasa

keuangan
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Harus memiliki pengaaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau
lembaga jasa keuangan non perbankan paling singkat 2 (dua) tahun

Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka
pengembangan Bank yang sehat. Yang dimaksud dengan kemampuan untuk
melakukan pengelolaan strategis antara lain memiliki kemampuan untuk
mengantisipasi  perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan,
kemampuan untuk menggali potensi perbankan daerah, menginterpretasikan

visi dan misi Bank, serta analisis situasi industri perbankan

C. Persyaratan reputasi keuangan meliputi :
Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet
Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang
saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan
bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima)
tahun terakhir sebelum dicalonkan

Susunan anggota Direksi PT. BPR Asia Sgjahtera sampai dengan 31 Desember 2017
adalah sebagai berikut :

No. Nama Jabatan
1 KumalaDewi Direktur Utama
2 Henton Direktur (Yang Membawahkan Fungsi K epatuhan)

4. Independens Direksi
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang
Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, mayoritas anggota Direks
dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan dergjat kedua dengan

sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Daam ha ini, PT. BPR Asia Sgahtera tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki

hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama anggota Direksi, anggota

Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham PT. BPR Asia Sgjahtera. Anggota Direks
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PT. BPR Asia Seahtera telah memenuhi persyaratan independensi sesuai ketentuan
Pelaksanaan Tata Kelola yang baik.

Adapun hubungan keluarga dan hubungan keuangan secara detail dapat dilihat pada tabel
dibawahini :

AN I N N ] i
Kumala Dewi - v - v - v - v - v - v
Henton - v - v - v - v - v - v

5. Rangkap Jabatan Direksi

Terkait dengan rangkap jabatan, dapat disampaikan terlebih dahulu bahwa rangkap
jabatan tersebut dapat dilakukan terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank
Perkreditan Rakyat, yaitu :

a. Anggota Direks dilarang merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain,
kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam
rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak
mengganggu pel aksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR.

Dalam hal rangkap jabatan, seluruh anggota Direksi PT. BPR Asia Segjahtera tidak
memiliki rangkap jabatan pada Bank maupun perusahaan lain.

Daam pelaksanaan tugasnya Direks PT. BPR Asia Segahtera selalu menjaga
independensi dimana Direksi tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan
pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank atau mengurangi
keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari
Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
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6. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Direks berfungsi menjalankan pengurusan perseroan yang meliputi pengelolaan dan
memimpin tugas sehari-hari yakni membimbing kegiatan atau aktifitas perseroan ke arah
pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Pengurusan
perseroan wajib dilakukan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab. Makna itikad baik dalam praktik dan doktrin hukum yaitu wajib dipercaya, wajib
melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar , wajib patuh menaati perundang-

undangan , wajib menghindari benturan kepentingan.

Direks bertanggung jawab penuh atas pel aksanaan pengelolaan PT. BPR Asia Sgjahtera
sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kewenangan dan tanggung jawab Direks telah
diatur dan sesuai dengan Anggaran Dasar. Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung
javab Direks telah dipertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham melalui
mekanisme RUPS.

Daam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak ada satupun anggota Direks
yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas
dan wewenang Direksi. Dalam hal kebijakan PT. BPR Asia Segjahtera yang bersifat
strategis, Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai, baik dilakukan secara langsung
oleh Direks sendiri maupun melalui surat edaran internal, dan media komunikasi lainnya
yang adadi PT. BPR Asia Sgjahtera.

Kewgjiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana yang tertuang
dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi sebagal berikut :
Direks yang diketuai oleh Direktur Utama bertanggungjawab terhadap pelaksanaan
kepengurusan BPR secara efektif dan efisen. Menetapkan kebijakan dalam
memimpin dan mengurus Perseroan serta mengusahakan dan menjamin terlaksananya
usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan |apangan usahanya.
Direksi berhak dan berkewagjiban untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung

jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-

undangan.
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Direksi memiliki tugas dan fungsi dalam merencanakan dan menentukan kebijakan
dadam memimpin dan mengurus BPR, menguasai dan bertanggungjawab atas
kekayaan BPR.

Direksi berhak dan berkewagjiban mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran

usaha serta rencana jangka panjang dan jangka pendek secara menyeluruh.

Direktur Utama juga berkewgjiban untuk membuat anggota Direks sebagai lembaga

kolegia yang mampu bekerja secara transparan dan masing-masing anggota dapat

berperan sebagai anggota tim maupun dalam fungsinya masing-masing sesuai dengan
bidang tugas yang disepakati.

Direks memiliki tugas untuk mengkoordinir dan memimpin kegiatan Divis atau

Bagian dalam organisasi meliputi :

1. Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi Perseroan sesuai dengan
kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan.

2. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian internal, terutama
pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

Direksi harus memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua

anggotanya termasuk haknya untuk menyampaikan pendapat kepada Dewan

Komisaris dan Otoritas Pengawas Bank.

Direksi bank wajib memenuhi ketentuan tentang Direksi yang membawahi fungsi

kepatuhan atau ketentuan lain yang serupa yang dikeluarkan oleh Otoritas Pengawas

bank sesuai dengan porsi BPR.

Anggota Direksi yang membawahkan fungs kepatuhan bertugas dan bertanggung

jawab :

- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah
memenuhi seluruh persyaratan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan lainnya.

- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan
perundang-undangan.

- Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat
oleh BPR kepada Otoritas Jasa K euangan.

- Wajib mencegah Direks BPR untuk tidak menetapkan kebijakan yang
menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-

undangan lainnya. Dalam hal Direksi yang membawahkan fungs kepatuhan
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terbukti telah melakukan pencegahan secara optima namun masih terjadi
penyimpangan, maka pertanggungjawaban atas penyimpangan Yyang terjadi
merupakan tanggung jawab Direkss BPR dengan mempertimbangkan cakupan
upaya pencegahan yang telah dilakukan anggota Direksi yang membawahkan
fungs kepatuhan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
Anggota Direkss yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama
dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direks yang
membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, maka anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan tugas dan tanggung jawabnya
secara berkala kepada Dewan Komisaris.
Direksi wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada
seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan.
Direksi wajib menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja
atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pel aksanaan audit intern, audit ekstern,
hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas
lainnya.
Direks berhak dan berkewajiban menjalankan prinsip perbankan yang sehat termasuk
di dalamnya penerapan fungsi Mangjemen Risiko, fungs Audit Intern, dan fungsi
Kepatuhan.
Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang
saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Mengungkapkan kepada pegawa Kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di
bidang kepegawaian.
Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan, termasuk penetapan gaji,
pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawa Perseroan,
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS
(jika ada).
Mengangkat dan memberhentikan pegawa Perseroan berdasarkan Peraturan
K epegawaian Perseroan.

Direks wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relavan, dan tepat waktu

kepada Dewan Komisaris meliputi :




A BAS

SN PLEPR ASIA SEJANTERA

1. Menyiapkan rencana pengembangan perseroan, rencana kerja dan anggaran
tahunan Perseroan termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan
pel aksanaan usaha dari Perseroan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris.

2. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan
jalannya Perseroan, berupa laporan kegiatan perseroan, termasuk laporan
keuangan, bailk dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan
berkala lainnya, menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar
Perseroan setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris.

Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang melipuiti

. EtikaKerja, Waktu Kerja dan Peraturan Rapat.

Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan

dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan

Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan

maupun kepemilikan dan wajib memperoleh persetujuan dari atau surat-surat yang

bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris dengan pembatasan bahwa

untuk :

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan dalam bentuk kredit
sebesar nominal yang menjadi kewenangannya (tidak termasuk dalam hal
mengambil uang Perseroan di bank dan tidak termasuk usaha rutin perseroan
sepanjang sesual ketentuan yang berlaku).

b. Memutuskan suatu perjanjian atau melakukan suatu perbuatan atas nama Perseroan
diluar usaha rutin Perseroan.

c. Membeli dan atau menjua termasuk mengalihkan, melepaskan hak, menjadikan
jaminan hutang yang merupakan harta tetap atas nama Perseroan.

d. Mengadakan perubahan mendasar mengenai sistem mangemen dan sistem
pembukuan, memutuskan perencanaan jangka panjang.

e. Memberikan kuasa, memberikan wewenang kepada pihak lain mengenai lingkup
pekerjaan Direksi, termasuk mengangkat tenaga ahli atau konsultan.

Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah

RUPS, Risdah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dokumen keuangan Perseroan

lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan disimpan ditempat kedudukan Perseroan
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serta menjalankan kewagjiban-kewgjiban lainnya sesua petunjuk Rapat Dewan
Komisaris atau RUPS.

Menunjuk Pegabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk
mel aksanakan fungsi kepatuhan. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
wajib menyusun pedoman Kkerja, sSistem dan prosedur kepatuhan dan
bertanggungjawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan.

Menjalankan tindakan lainnya sesua dengan Anggaran Dasar Perseroan atau
berdasarkan petunjuk Rapat Dewan Komisaris maupun RUPS bersifat mengikat dan
menjadi tanggung jawab anggota Direks.

7. Pelaksanaan Tugasdan Tanggung Jawab Direksi

Direksi PT. BPR Asia Sgahtera senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya

secara profesiona dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan

yang baik. Selamatahun 2017, Direksi PT. BPR Asia Sgjahtera telah menjalankan tugas
dan tanggung jawab serta menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Komisaris dengan
berfokus pada hal-hal berikut :

a. Pemantauan secara konsisten dalam setigp penanganan kredit macet agar
diselesaikan secepat mungkin dengan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Mempertahankan inovatif dalam setiap rancangan produk.

c. Meningkatkan penyaluran dana dengan prinsip kehati-hatian.

d. Memperhatikan pernyaluran kredit agar tidak melampaui batas maksimum
pemberian kredit.

e. Menjagarasio BOPO dengan baik.

f. Mengevaluas rencana kerja dan anggaran bank setiap bulan agar dapat menetapkan
langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapa rencana kerja dan anggaran
bank.

g. Merevis kebijakan perkreditan agar |ebih efektif.

h. Memperhatikan kesiapan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan
pemahaman yang memadai

i.  Meningkatkan Pelatihan-pelatihan untuk kesadaran terhadap risk awareness harus
dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan hingga terbentuk risk

awareness culture
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8. Rapat Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi dapat menyelenggarakan Rapat
Direks untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang dapat
mempengaruhi  keuangan BPR secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang
berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisas,
dan/atau pihak ketiga serta pengelolaan dan penetapan arah strategis Perusahaan untuk
memanfaatkan dan merawat aset-aset Perusahaan dengan cara yang konsisten dengan
tujuan dan kepentingan perseroan . Jenis rapat yang dilakukan Direks terdiri dari Rapat
Direksi dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direks.

M ekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Direksi
1. Rapat Direks dapat diadakan setiap waktu :
- Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi
- Ataspermintaan tertulis oleh seorang atau |ebih anggota Komisaris
- Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang
bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara

2. Pemanggilan rapat Direks dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak
untuk dan atas nama Direksi dengan menggunakan surat tercatat yang disampaikan
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat.

3. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.

Rapat Direks diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha
perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih
dahulu tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

5. Rapat Direks dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat
hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat
Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara
anggota Direksi yang hadir.

6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direks hanya oleh anggota

Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
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7. Rapat Direks adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
lebih dari ¥z jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
Dalam ha tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari Y2
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat yang akan
menentukan.

11. Setigp anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan
1 (satu) suara untuk setigp anggota Direksi lain yang diwakilinya.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengena hal-hal lain dilakukan secara
lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari peserta yang
hadir.

Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan.

12. Direks dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi,
asal sgja semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan
persetujuan, mengenai usul yang digjukan serta menandatangani persetujuan
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyal kekuatan yang

sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direks.

Risalah Rapat Direksi

1. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh
seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik.

2. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam pengambilan
keputusan rapat dengan suara terbanyak wajib dicantumkan secara jelas dalam
risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

3. Sdinan Risalah Rapat anggota Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh
anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.

PT. BPR Asia Sejahtera | Laporan Tata Kelola 2017
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Frekuens Pelaksanaan Rapat Direksi
Selama tahun 2017, Direks telah mengadakan 16 (enam belas) kali rapat, dengan
komposisi Rapat Direks sebanyak 5 (lima) kali dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris
dan Direks sebanyak 10 (sepuluh) kali. Seluruh rapat yang diselenggarakan tersebut
telah dihadiri secaralangsung oleh seluruh anggota Direksi.

Rapat Direksi membahas permasalahan-permasalahan berdasarkan agenda rapat yang
telah disepakati. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat,
serta tidak terdapat dissenting opinion. Pelaksanaan rapat, kehadiran, agenda dan
pembahasan rapat telah didistribusikan dan didokumentasikan dengan baik.

Agenda Rapat Direks Tahun 2017

Rapat Direks serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direks yang diadakan
selama tahun 2017 adalah untuk membahas hal-hal sebagai berikut :
Rapat Direks
No.  Tangga Rapat Agenda Rapat
1 06 Januari 2017  Pembahasan mengenai Penyusunan Key Performance
Indicator untuk seluruh unit kerjadi PT. BPR Asia Sgjahtera
2 24 Februari 2017 Pembahasan mengenai Penyusunan Rate Deposito
3 26 Mei 2017 Pembahasan mengenai Penyusunan Rate Deposito
4 21 Agustus 2017  Pembahasan Mengenai Rotasi Karyawan
5 28 Agustus 2017  Pembahasan mengenai Penyusunan Rate Deposito
6 06 Nopember 2017 Pembahasan Penetapan Strategi Penyusunan Rencana Bisnis
2018

PT. BPR Asia Sejahtera | Laporan Tata Kelola 2017
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27 Februari 2017

2 21 Maret 2017

3 22 Mel 2017

4 16 Juni 2017

5 14 Agustus 2017
6 24 Agustus 2017
7 23 Oktober 2017
8 20 Nopember 2017

9 08 Desember 2017

10 15 Desember 2017

Penurunan kolektibilitas kredit dan penyelesaian kredit
bermasalah Debitur dengan pengambilalihan AY DA
Penurunan kolektibilitas kredit dan penyelesaian kredit
bermasalah Debitur dengan pengambilalihan AY DA
Penurunan kolektibilitas kredit dan penyelesaian kredit
bermasal ah Debitur dengan pengambilalihan AY DA
Penyelesaian Agunan AY DA

Penurunan kolektibilitas kredit dan penyelesaian kredit
bermasalah Debitur dengan pengambilalihan AY DA
Penyelesaian Agunan AYDA

Penyelesaian Kredit Bermasalah Debitur

Penetapan Rencana Bisnis BPR untuk Tahun 2018

penyelesaian  kredit  bermasalah  Debitur  dengan
pengambilalihan AY DA

Penyelesaian Kredit Bermasalah Debitur

Tingkat Kehadiran dalam Rapat

Berikut rincian pelaksanaan rapat beserta tingkat kehadiran dari masing-masing anggota

Direksi dalam Rapat Direks serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

selamatahun 2017 :

Rapat Direksi

Kumaa Dewi

Henton

100 %
100 %
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Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Kumaa Dewi 100 %
Henton 10 10 100 %

Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan

Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan
rapat tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Kepemilikan Saham Direksi

Direks PT. BPR Asia Sgjahteratidak memiliki saham baik pada PT. BPR Asia Sgjahtera

maupun pada perusahaan lainnya.

Kumaa Dewi

Henton - - - -

10. Prosedur Penetapan Remuneras bagi Direksi

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2017 PT. BPR Asia Sgjahtera, RUPS Tahunan
2017 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :
Menentukan besarnya ggji dan tunjangan lainnya kepada Direksi dan Dewan
Komisaris; dan

Pembagian tantiem di antara Direksi.
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11. Struktur Remuneras Direks

Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per
komponen untuk seluruh anggota Direksi selamatahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, 910.203

tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk
non-natura)
2. Fadilitaslainnya dalam bentuk natura:

a. Tunjangan Perjalanan Dinas 2 7.000
b. Tunjangan Kesehatan 1 380
Total 917.583

Jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun adalah Rp
917.582.632,- yang diterima secaratunai selamatahun 2017.

12. Indikator Penetapan Remunerasi Anggota Direks
Indikator penetapan remunerasi anggota Direksi antaralain sebagai berikut :
a. Prestas kerjamasing-masing individual anggotaDireksi;
b. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam UU
Perseroan Terbatas; dan
c. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang PT. BPR Asia Sgjahtera.

13. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi
Program pelatihan Direkss merupakan hal yang penting agar Direksi dapat selalu
mengikuti perkembangan terkini tentang perbankan, perekonomian, keuangan, dan lain-
lain agar siap mengantisipasi dan meningkatkan keberlanjutan dan kemauan BPR.
Anggota Direksi wajib mengikuti program pelatihan sekurang-kurangnya 1 kali dalam

setahun guna menunjang pel aksanaan tugas dan kewajibannya.
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Selama tahun 2017, program pelatihan yang telah diikuti oleh anggota Direksi PT. BPR
Asia Sgahtera adalah sebagal berikut :

Kumala Dewi Persiapan PERBARINDO  Tanjungpinang 16 Februari 2017

Penilaian Tanjungpinang-

Kemampuan & Bintan

Kepatutan untuk

Direktur

Mang emen Lembaga Jakarta 21 Februari 2017

Kinerjalndividu Pengembangan gd

(KPI) Perbankan 22 Februari 2017
Indonesia ( LPPI
)

Pedoman Hukum PERBARINDO  Tanjungpinang 29 Juli 2017
Perkreditan BPR  Tanjungpinang-
Bintan

Penyelenggaraan PERBARINDO  Tanjungpinang 30 Juli 2017

IT bagi BPR Tanjungpinang-
Bintan
Seminar INFOBANK Bali 11 Agustus 2017
Nasiona dan
Infobank BPR
Awards
RencanaBisnis PERBARINDO Batam 21 Agustus 2017
Bank (RBB) bagi Kepri s/d
BPR 22 Agustus 2017
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Henton

Pelatihan Audit
Internal

RBB-Rencana
Bisnis BPR 2018
Persigpan
Penilaian
Kemampuan &
Kepatutan untuk
Direktur
Penyusunan 25
SPO BPR

Penerapan Tata
KelolaBPR

Sosialisasi
Penanganan
Dugaan Tindak
Pidana
Perbankan

Penerapan APU
PPT Sesuai
POJK No.12/
POJK.01/2017

Undangan
Penegakan
Hukum

terhadapK egiatan

PERBARINDO
Tanjungpinang-
Bintan

CV.META
DINAMIKA
PERBARINDO
Tanjungpinang-
Bintan

PERBARINDO
Tanjungpinang-
Bintan
PERBARINDO
Tanjungpinang-
Bintan

Otoritas Jasa
Keuangan
(OIK) Kepri

PERBARINDO
Tanjungpinang-
Bintan

Otoritas Jasa
Keuangan
(OJK ) Kepri

Tanjungpinang

Batam

Tanjungpinang

Tanjungpinang

Tanjungpinang

Batam

Tanjungpinang

Batam

09 September

2017
sd

10 September
2017

21 November
2017

16 Februari 2017

17 Februari 2017

11 Maret 2017

05 April 2017

17 Mei 2017

31 Mei 2017
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Melawan

Hukum dalam

Bisnis Jasa

Keuangan

Sosidisas & Otoritas Jasa
Pembekalan Keuangan
Sertifikasi (O ) Kegpri
Direksi dan

Komisaris

BPR/S di Prov

Kepri

Pelatihan PERBARINDO
Penyusunan Tanjungpinang-
RBB Bintan
Sosialisasi Otoritas Jasa
Ketentuan Keuangan
BPR/S di (OX ) Kepri
Wilayah Kerja

KOJ Kepri

Batam

Tanjungpinang

Batam

02 Agustus 2017

08 September
2017
sd
09 September
2017
07 Desember 2017
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